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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang Pelaksanaan 

fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Manumutin Silole Kecamatan 

Sasitamean Kabupaten Malaka maka dapat disimpulkan bahwa; 

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati 

rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan secara 

maksimal. Proses pembuatan peraturan desa dilakukan dengan mengadakan 

musyawarah desa dan dihadiri oleh pemerintah desa, BPD dan tokoh 

Masyarakat. Namun rancangan peraturan yang akan ditetapkan di desa tidak 

sesuai dengan keadaan Masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa BPD dan 

pemerintah desa sampai saat ini belum bisa menghasilkan peraturan desa.  

2. Terkait dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

Desa belum optimal, dikarenakan usulan dari masyarakat belum terealisasi 

sehingga mereka sudah tidak mau menyampaikan aspirasinya karena 

permasalahan tersebut sudah bertahun tahun tapi belum terealisasi sampai 

sekarang, padahal aspirasi masyarakat salah satu penujang keberhasilan suatu 

pemerintah desa, agar aspirasi atau usulan dari masyarakat bisa diakomodir 

oleh BPD disetiap dusun. 

3. Mengenai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, BPD 

mengawasi dan mengevaluasi kinerja Kepala Desa dengan melakukan 
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pemeriksaan RPJMDes dan RKPDes dengan melihat kesesuaian laporan 

dengan fakta lapangan. Akan tetapi BPD tidak memiliki kantor tersendiri 

untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah desa dan Sebagian anggota 

BPD tidak berpartisipasi atau aktif di kantor. 

5.2 Saran  

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka peneliti memberikan saran-

saran sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: 

1. Mengenai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa 

bersama kepala desa, diharapkan perlu diadakan pelatihan-pelatihan agar 

meningkatkan kualitas SDM dan perlu adanya sosialisasi tentang teknik 

pembuatan peraturan desa, serta diharapkan untuk semua anggota BPD 

berpartisipasi dalam tugas dan fungsinya. 

2. Terkait dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

Desa, diharapkan untuk BPD dan pemerintah desa agar sering bersosialisasi 

untuk menggali aspirasi Masyarakat, dan untuk masyarakat diharapkan untuk 

berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya karena aspirasi Masyarakat 

salah satu penunjang keberhasilan suatu pemerintah desa. 

3. Mengenai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, dalam 

pengawasan sebaiknya memprioritaskan pengawasan yang intens, karena 

pengawasan merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan suatu 

pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan yang telah di 

rencanakan. 
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